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ABSTRACT

PRINGSEWU REGENCY KPU'S STRATEGY IN OPTIMIZING PUBLIC
PARTICIPATION LEVELS IN 2024 ELECTIONS

By
RORO AYU WULANSARI

In the 2019 general election the level of public participation increased compared
to previous elections, but there were still people who did not exercise their right to
vote due to several factors, therefore the Pringsewu Regency KPU has several
strategies in optimizing the level of public participation in the 2024 election. This
research uses a descriptive research type with a qualitative approach which is a
data collection method that is described in words according to the informants,
what is in accordance with the research, then also analyzed what lies behind their
behavior. The focus in this research is how the Pringsewu Regency KPU's
strategy is in optimizing the level of public participation in the 2024 Election by
examining strategic indicators according to Chandler (in Salusu 2015:64) and the
causes of non-voting behavior according to Eef Saifulloh Fatah. The data
collection methods used were interviews, observation, and documentation. As for
the results of this study, namely, the strategy of the Pringsewu Regency KPU in
optimizing the level of public participation in the 2024 election uses a strategy
according to Chandler (in Salusu 2015: 64), which consists of a long-term
formulation such as determining goals, objectives, and methods in activities to
build community political awareness through voter outreach and education, real
verification in updating voter data, coordination with political parties, and
improving election governance). Selection of actions such as increasing the
number of TPS, managing DPT using the e-coklit application, increasing the
number of TPS, outreach and voter education. And the allocation of resources is
carried out with activities that provide understanding and knowledge to election
organizers at all levels, political parties and local governments.

Keywords: strategy, community participation, election



ABSTRAK

STRATEGI KPU KABUPATEN PRINGSEWU DALAM
MENGOPTIMALKAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PEMILU 2024

Oleh

RORO AYU WULANSARI

Pada pemilihan umum tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat meningkat dari
pada pemilu sebelum-sebelumnya, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang
tidak menggunakan hak pilihnya yang disebabkan karena beberapa faktor, oleh
karena itu KPU Kabupaten Pringsewu memiliki beberapa strategi dalam
mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024. Penelitian ini
menggunakan jenispenelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang
merupakan suatu metode pengumpulan data yang diuraikan dengan kata-kata
menurut para informan, apa adanya sesuai dengan penelitian, kemudian di analisis
pula apa yang melatar belakangi mereka berperilaku. Fokus dalam penelitian ini
adalah bagaimana strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam mengoptimalkan
tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 dengan mengkaji indikator
strategi menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64) dan faktor penyebab perilaku
non voting menurut Eef Saifulloh Fatah. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.Adapun mengenai hasil
dari penelitian ini yaitu, strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam
mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 menggunakan
strategi menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64) yang terdiri dari formulasi
jangka panjang seperti menentukan tujuan, sasaran, dan metode dalam kegiatan
membangun kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan
pemilih, verifikasi secara nyata dalam pemutakhiran data pemilih, koordinasi
dengan partai politik, dan pembenahan tata kelola pemilu). Pemilihan tindakan
seperti penambahan jumlah TPS, pengelolaan DPT menggunakan aplikasi e-
coklit, penambahan jumlah TPS, sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dan alokasi
sumber daya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan
pemahaman dan pengetahuan kepada penyelenggara pemilu disemua tingkatan,
partai politik, dan pemerintah daerah.

Kata kunci: strategi, partisipasi masyarakat, pemilu
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi,
dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Sesuai dengan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan
berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos”
yang artinya rakyat atau penduduk di suatu tempat dan “cratein” atau
“cratos” yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi merupakan
gabungan dari dua kata yaitu demos-cratein atau demos-cratos yang berarti
suatu sistem pemerintahan yang kedaulatannya dipegang oleh rakyat.
Menurut Abraham Lincoln, pengertian demokrasi adalah suatu
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat yang

memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan.

Di Indonesia, pemilihan umum atau biasa dikenal dengan pemilu
merupakan salah satu wujud nyata dari adanya demokrasi dan menjadi
sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan keikutsertaan
masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut
Syamsudin Haris (1998), pemilihan umum merupakan salah satu bentuk
pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung, terbuka, dan
massal yang diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik
masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan

demokrasi.



Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22 E Ayat 5 yang berbunyi
“pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan
pemilu di Indonesia. Semua hal yang berkaitan dengan pemilu merupakan
tanggung jawab dari KPU. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Mekanisme Pemilu tahun 2024 sama dengan Pemilu tahun 2019, yaitu
dilaksanakan secara serentak sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum. Dikatakan serentak karena pada Pemilu tahun
2024, masyarakat dalam waktu yang bersamaan diberikan kesempatan untuk
dapat memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), dan
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus. Sebagai
penyelenggara pemilu, KPU kabupaten/kota memiliki tugas untuk
mensosialisasikan segala hal yang berkaitan dengan teknis pemilu kepada

masyarakat.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam
penyelenggaraan pemilu. Masyarakat yang telah memenuhi syarat menurut
Undang-Undang mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya,
baik dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan
kepala daerah. Menurut Miriam Budiardjo (2008:367), yang dimaksud
dengan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang
untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti dengan cara
memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung.
Tingkat partisipasi masyarakat dapat dikatakan tinggi apabila telah
mencapai standar minimal yang telah ditetapkan oleh KPU RI yaitu sebesar
77,5% dan 75% menurut world bank.



Tabel 1. Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Pringsewu

. .. Pemilih Pengguna Tingkat
No. | PemiluwPemilian | poto | LRI Partigipasi

1. | Pileg 2014 306.603 219.640 71,8 %
2. | Pilpres 2014 309.556 210.932 68,1 %
3. | Pilgub 2014 314.553 229.440 72,9 %
4. | Pilbup 2017 315.046 211.966 67,3 %
5. | Pilgub 2018 288.161 210.282 73,0%
6. | Pilpres 2019 295.934 239.595 81,0 %

Sumber:Dokumen KPU Kabupaten Pringsewu, 2019

Berdasarkan tabel diatas, tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten
Pringsewu dari enam pemilu terakhir, hanya Pilpres 2019 yang sudah berada
diatas standar yang ditetapkan oleh world bank dan KPU RI sebesar 81,0%.
Akan tetapi, pada pemilu-pemilu sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat
masih cukup rendah. Pada Pilpres 2014 terjadi penurunan sebesar 3,7% dari
Pileg 2014 vyaitu 71,8% menjadi 68,1%. Kemudian, pada Pilgub 2014
tingkat partisipasi masyarakat mengalami kenaikan sebesar 4,8%, akan
tetapi pada Pilbup 2017 kembali mengalami penurunan dari 72,9% menjadi
67,3%. Angka tersebut terus mengalami kenaikan pada Pilgub 2018 sebesar
73,0% dan Pilpres 2019 sebesar 81,0%. Meskipun Pemilu 2019 tingkat
partisipasi masyarakat sudah berada diatas target yang ditentukan oleh
world bank dan KPU RI, KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara
pemilu tetap harus berupaya mengoptimalkan tingkat partisipasi
masyarakat, sehingga semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk

memilih, dapat menggunakan hak pilihnya.

Keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan cara untuk
memberikan pengaruh kepada kebijakan atau keputusan pemerintah dan
mengawasi jalannya pemerintahan. Semakin tinggi tingkat partisipasi
masyarakat dalam pemilu menandakan bahwa masyarakat memahami
dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dibuktikan
dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kenegaraan (Suharyanto,
2014).



Permasalahan partisipasi memiliki nilai penting dalam pemilihan kepala
daerah, hal ini menyangkut legitimasi politik terhadap hasil pemilihan.
Selain itu, partisipasi juga menjadi indikator evaluasi terhadap kinerja KPU,
khususnya dalam menyelenggarakan pemilu. Hal mendasar lainnya,
partisipasi masyarakat dapat menjadi ukuran evaluatif terhadap kepercayaan
masyarakat tentang demokrasi dan sistem pemilihan kepala daerah secara

langsung.

Tabel 2. Perbandingan Persentase Non Voting Tahun 2014 dan 2019

No. Pemilu/Pemilihan Persentase Non Voting
1. Pemilihan Umum 2014 30,42%

2. Pemilihan Umum 2019 19,24%

3. Pemilihan Legislatif 2014 24,89%

4 Pemilihan Legislatif 2019 29,68%

Sumber: KPU Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan data pada tabel 2, menunjukkan bahwa pada Pemilu tahun
2019, persentase non voting pada Pemilu 2019 menurun dari 30,42%
menjadi 19,24%. Akan tetapi, presentase non votingpada Pemilu Legislatif
tahun 2019 justru lebih besar daripada Pemilu 2019, yakni mencapai
29,68%. Jumlah tersebut juga naik dibandingkan Pemilu Legislatif 2014,
yakni 24,89%. Angka tersebut menunjukkan bahwa non votingmasih dalam
angka yang cukup tinggi. Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat
dalam politik masih rendah dan legitimasi masyarakat masih lemah.
Kurangnya strategi KPU dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi
masyarakat terkait dengan pengelolaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan
sosialisasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan sistem

pemilu yang rendah.

Eef Saifulloh Fatah mengatakan bahwa “golput” tidaklah mewakili sebuah
kalangan atau kelompok politik homogen, dalam konteks memilih sebagai
hak, golput mewakili sebuah spektrum luas dan beragam. Dalam menjawab

tentang fenomena golput Eef Saifulloh Fatah dalam Pahmi Sy (1994)



menyebutkan golput dapat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor

teknis, faktor teknis politis, faktor politis, dan faktor ideologis.

Menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64), strategi merupakan salah satu
langkah yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai
tujuan dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan
formulasi jangka panjang, pemilihan tindakan, serta pengalokasian sumber
daya yang diperlukan guna mencapai tujuan. Apabila ketiga langkah
pelaksanaan strategi tersebut dilakukan dengan baik, maka akan mencapai
hasil yang maksimal dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi,
sebaliknya apabila ketiga langkah pelaksanaan strategi tersebut tidak
dilakukan dengan baik, maka hasil yang akan dicapai tidak akan maksimal

dan tingkat partisipasi masyarakat akan menurun.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Chandra, A., dkk (2018) yang berjudul “Upaya Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan
Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak
2019” dengan hasil penelitian yaitu upaya KPU dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat melalui dua kegiatan utama, yaitu sosialisasi dan
pendidikan pemilu.

2. Penelitian Haryono, D (2018) yang berjudul “Strategi KPU dalam
Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan
Wakil walikota Samarinda Tahun 2015” dengan hasil penelitian
yaitu Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu
dengan cara penguatan kelembagaan, sosialisasi pilitik, dan pendidikan
kepada pemilih pemula.

3. Penelitian Triralmaidi, D., dkk (2019), yang berjudul “Sosialisasi KPU
Kabupaten Sijunjung dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih
dalam PilkadaTahun 2015” dengan hasil penelitian yaitu upaya KPU
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan cara
sosialisasi tatap muka, sosialisasi melalui media, pendidikan politik

pemilih pemula, dan sosialisasi dalam bentuk pesta rakyat.



4. Penelitian Pulungan, M. C., dkk (2020) yang berjudul “Strategi
Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan
Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019” dengan hasil
penelitian yaitu strategi yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dengan program relawan demokrasi, sosialisasi
melalui media sosial, dan pemerataan sosialisasi terutama di wilayah
dengan partisipasi yang menunjukan kecenderungan meningkat.

5. Penelitian Ernita dan Nazirwan (2019). yang berjudul ‘“Partisipasi
Masyarakat Kota Padang dalam Pemilu pada Tanggal 17 April 2019”
dengan hasil penelitian yaitu strategi yang dilakukan oleh KPU seperti
sosialisasi tatap muka, mobil keliling, sosialisasi melalui media massa,
dan menyediakan alat peraga.

6. Penelitian Zaenab, S (2019) yang berjudul “Strategi Komunikasi KPU
Bangkalan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada
Pelaksanaan Pilkada Serentak” dengan hasil penelitian yaitu Strategi
yang dilakukan adalah dengan cara penguatan kelembagaan, seperti
meningkatkan kualitas dan kapasitas badan ad hoc, strategi sosialisasi

tatap muka dan melalui media, dan pendidikan bagi pemilih pemula.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian
terdahulu adalah membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh KPU
untuk mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaan
penelitian ini dengan penelitian terdahulu ditinjau dari segi lokasi dan
strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi menurut
Chandler (dalam Salusu 2015:64), vyaitu formulasi jangka panjang,

pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang “Strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam

Mengoptimalkan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024”.



1.2

1.3

1.4

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini yaitu bagaimana strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam

mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024?
Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi
KPU Kabupaten Pringsewu dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi

masyarakat pada Pemilu 2024.
Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
dan wawasan terutama mengenai pentingnya partisipasi masyarakat
dalam pemilihan umum.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi
bagi pembaca yang tertarik pada strategi KPU dalam mengoptimalkan
tingkat partisipasi masyarakat dan penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat menjadi masukan bagi KPU Kabupaten Pringsewu dalam
upaya mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan

umum.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, vyaitu
“strategos” yang merupakan gabungan dari kata “stratos” yang
artinya militer dan “agein” yang artinya memimpin. Strategi
merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai kemenangan

dalam peperangan.

Secara umum, pengertian strategi merupakan proses penentuan
rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang
suatu organisasi yang disertai dengan penyusunan suatu upaya
bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sedangkan pengertian
strategi secara khusus merupakan tindakan yang bersifat terus
menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang harapkan

di masa depan. Berikut adalah beberapa pengertian strategi menurut

para ahli:

1. Menurut Husein Umar (1999:12), strategi yang baik adalah
strategi yang berisi nilai-nilai para anggotanya sehingga merasa
terikat dengan tujuan organisasi dan dapat menjadi dorongan
secara terus menerus bagi anggotanya.

2. Menurut Johnsons & Schole (dalam Husaini 2020:245), strategi
merupakan arah dan ruang lingkup jangka panjang organisasi guna
mencapai kemajuan organisasai melalui pengaturan sumber daya
yang ada dalam perubahan lingkungan, mempertemukan

kebutuhan pasar, dan harapan stakeholder.



3. Menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner (dalam Rangkuti,
1998), strategi merupakan respon secara terus menerus maupun
adaptif terhadap kekuatan dan kelemahan internal serta peluang
dan ancaman yang dapat memberikan pengaruh kepada organisasi.

4. Menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64), strategi merupakan
sebuah langkah yang dilakukan oleh individu maupun organisasi
guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengambil
langkah-langkah seperti menentukan formulasi jangka panjang,
penggunaan serangkaian tindakan yang akan dilakukan, serta
pengalokasian sumber daya. Dari ketiga strategi tersebut, apabila
dilakukan dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang

maksimal.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, KPU

dapat menggunakan strategi sosialisasi kepada masyarakat. Penerapan

strategi sosialisasi dapat dilihat dari tiga langkah pelaksanaan strategi

menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64), yaitu:

1. Formulasi Jangka Panjang
Formulasi jangka panjang merupakan sebuah usaha yang
dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan
mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti mengenai
kondisi lingkungan dan identifikasi peluang serta ancaman yang
kemungkinan terjadi, memperhitungkan kekuatan dan kelemahan
yang dimiliki organisasi, mengidentifikasi tujuan yang ingin
dicapai, dan langkah strategis tersebut dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien.

2. Pemilihan Serangkaian Tindakan
Untuk mencapai tujuan organisasi, membutuhkan perencanaan
strategi yang maksimal, dan juga pelaksanaan strategi yang
matang pula. Karena apabila pelaksanaan strategi tidak berjalan
dengan maksimal, maka akan sangat memberikan pengaruh
terhadap hasil yang akan dicapai. Selain itu, pada tahapan

pemilihan tindakan harus sesuai dengan kemampuan sumber daya
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yang dimiliki.

3. Alokasi Sumber Daya
Sumber daya merupakan salah satu unsur penting dalam
mendukung terlaksananya suatu kegiatan, apabila sumber daya
yang dimiliki itu memadai, hal tersebut akan memberikan

pengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa strategi
merupakan suatu rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan
untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam kurun waktu tertentu.

2.1.2 Tingkatan-Tingkatan Strategi

Merujuk pada pandangan Schendel dan Charles Hofer, Higgins

(dalam Salusu 2015:101), menjelaskan bahwa terdapat empat

tingkatan strategi, yaitu:

1. Enterprise Strategy
Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi
tentu memiliki hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah
sekelompok orang yang berada diluar organisasi yang tidak dapat
dikontrol. Didalam masyarakat, terdapat kelompok-kelompok
masyarakat, seperti kelompok penekan, kelompok politik dan
kelompok sosial. Setiap kelompok memiliki kepentingan yang
berbeda-beda, hal tersebutlah yang perlu diperhatikan oleh para
penyusun strategi. Jadi, dalam strategi interprise terdapat relasi
antara organisasi dan masyarakat luar, apabila interaksi dengan
masyarakat luar terus dilakukan, tentu hal ini akan
menguntungkan organisasi.

2. Corporate Strategy
Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi yang meliputi bidang
apa yang digeluti oleh suatu organisasi. Dalam strategi ini,
memerlukan keputusan-keputusan dan perencanaan stratejik yang

perlu disiapkan oleh setiap organisasi.
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3. Business Strategy
Strategi ini menjelaskan bagaimana merebut pasaran ditengah
masyarakat. Bagaiamana menempatkan organisasi kepada para
penguasa, para pengusaha, para politisi, dan lain sebagainya. Hal
tersebut dilakukan guna mendapatkan keuntungan-keuntungan
stratejik yang nantinya akan membawa organisasi ketingkat yang
lebih baik.

4. Fungsional Strategy
Strategi ini sebagai pendukung dan penunjang suksesnya strategi
lain. Terdapat tiga jenis strategi fungsional, yaitu strategi
fungsional ekonomi yang mencakup fungsi-fungsi yang
memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi
yang sehat. Strategi fungsional manajemen yang mencakup fungsi-
fungsi manajemen, vyaitu planning, organizing, controlling,
leading, motivating, dan lain sebagainya. Dan strategi isu strategik
yang fungsi utamanya adalah mengontrol situasi lingkungan, baik

yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui.

2.2 Tinjauan Komisi Pemilihan Umum
2.2.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddigie (2006:236-239), Komisi Pemilihan Umum
atau KPU merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan
pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum
anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden. KPU tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan
lembaga-lembaga negara yang lain, yang kewenangannya ditentukan
dan diberikan olen UUD 1945.

Menurut Ferry Kurnia (2007), yang dimaksud dengan penyelenggara
pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses
pemilihan umum. KPU merupakan penyelenggara pemilu yang

memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
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KPU secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga utama,
yaitu bahwa penafsiran organ UUD 1945 terkelompok kedalam dua
bagian, yaitu main state organ (lembaga negara utama) dan auxiliary
state organ (lembaga penunjang atau lembaga bantu). KPU
merupakan organ konstitusi yang masuk dalam auxiliary state organ.
Kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman

Indonesia, dan Bank Sentral.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 8
dijelaskanbahwa KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu
yangbersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan
pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota.KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan
pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota.
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan
perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa
keanggotaaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima)

tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/jan;ji.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa KPU
merupakan lembaga khusus yang menyelenggarakan pemilihan umum
di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri serta

kedudukannya sama dengan lembaga penunjang negara lainnya.
2.3 Tinjauan Partisipasi Politik

2.3.1 Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Miriam Budiarjo (dalam P.Antonius
Sitepu, 2012:93) merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang
untuk ikut serta dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih

pimpinan negara yang secara langsung maupun tidak langsung
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mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Herbert McClosky (dalam P.Antonius Sitepu, 2012:94) memberikan
definisi partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela dari masyarakat
melalui mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik
secara langsung maupun tidak langsung dalam proses membuat

kebijakan-kebijakan umum.

Samuel P. Hutington dan Joan M. Nelson (dalam P.Antonius Sitepu,
2012:94), mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan
warga negara Yyang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang
memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa
bersifat terorganisir atau spontan, individul atau kolektif, efektif atau

tidak efektif, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal.

Menurut H. Nie dan Sidney Verba (dalam P.Antonius Sitepu,
2012:94), partisipasi politik merupakan kegiatan pribadi warga negara
yang sedikit banyaknya bertujuan untuk memengaruhi seleksi-seleksi
pejabat-pejabat negara dan atau keputusan-keputusan yang diambil

oleh mereka.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa partisipasi
politik masyarakat merupakan Keterlibatan masyarakat dalam
kehidupan politik yang nantinya akan memberikan pengaruh kepada

kebijakan atau keputusan pemerintah.

Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu
menandakan bahwa masyarakat memahami dengan baik hak dan
kewajibannya sebagai warga negara Yyang dibuktikan dengan
keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kenegaraan (Suharyanto,
2014). Eef Saifulloh Fatah menyatakan bahwa golongan putih tidaklah
mewakili sebuah kalangan atau kelompok politik homogen, dalam
konteks memilih sebagai hak, golongan putih mewakili sebuah

spektrum luas dan beragam, dalam menjawab tentang fenomena
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golput Eef Saifulloh Fatah dalam Pahmi Sy (2010:68-69)

menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya golput, antara lain:

1. Faktor teknis, pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena
situasi dan kondisi yang mendesak seperti bekerja di luarkota,
sakit, Kketiduran, kelelahan, adanya keluarga wafat, dan lain-
lainnya.

2. Faktor teknis politis, seperti pemilihtidak mendapat undangan
karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau
disengaja tidak diberikan undangan oleh pihak panitia meskipun
sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

3. Faktor politis, yaitu adanya perasaan dari pemilih yang merasa
tidak mempunyai pilihan dari kandidat atau partai yang tersedia,
pemilih tidak percaya pemilu dan kandidat yang dipilih akan
membawa perubahan terhadap kehidupan mereka.

4. Faktor ideologis, pemilih tidak percaya pada mekanisme
demokrasi yang dianggap liberal, juga pada lembaga pemerintah
selaku penyelenggara, oleh karena itu pemilih tidak mau terlibat di

dalamnya.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Dedi Irawan dalam Efriza (2012), bentuk-bentuk partisipasi

dalam pemilu yaitu:

1. Voting (pemberian suara)
Voting adalah bentuk partisipasi yang dapat diukur dengan skala
waktu atau periodesasi, seperti pemberian suara pada pemilu
presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan
kepada daerah, dan lain-lain.

2. Kampanye Politik
Kampanye politik adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mempengaruhi individu maupun kelompok untuk mengikuti

kegiatan politik oleh pihak yang berkampanye.
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3. Aktivitas Grup
Aktivitas grup merupakan kegiatan politik yang diselenggarakan
olen sebuah kelompok secara sistematis. Misalnya, diskusi
kelompok, aksi demontrasi, terror, intimidasi, dan lain-lain.

4. Kontak Politik
Kontak politik merupakan kegiatan politik yang biasanya
dilakukan oleh individu-individu untuk melakukan komunikasi

politik kepada elit politik, pimpinan partai politik, dan lain-lain.

2.3.3 Kecenderungan Perilaku Politik Masyarakat

Michael Rush dan Althoff (2001) mengidentifikasi beberapa

kecenderungan perilaku politik masyarakat, yaitu:

1. Apatis
Apatis merupakan tindakan tidak memiliki minat atau tidak
memiliki perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala
yang terjadi di lingkungan sekitar.

2. Sinisme
Sinisme merupakan tindakan kecurigaan yang buruk kepada
manusia, seperti masyarakat yang beranggapan bahwa politik
merupakan kegiatan yang kotor, tidak dapat dipercaya, dan
menganggap partisipasi apapun yang dilakukan merupakan
kegiatan yang sia-sia dan tidak memberikan pengaruh kepada
masyarakat.

3. Alienasi
Alienasi merupakan perasaan keterasingan seseorang dari politik
dan pemerintahan serta masyarakat yang beranggarapan bahwa
politik dan pemerintahan yang dilakukan oleh orang lain kepada
orang lain itu tidak adil.

4. Anomie
Anomie merupakan perasaan ketiadaan awal dengna kondisi
seseorang mengalami perasaan ketidak efektifan dan beranggapan

bahwa penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan
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hilangnya urgensi untuk bertindak.

2.4 Tinjauan Pemilihan Umum
2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau biasa dikenal dengan pemilu merupakan salah
satu wujud nyata dari adanya demokrasi dan menjadi sarana untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat dengan keikutsertaan masyarakat
secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Secara konseptual,
Ibnu Tricahyono menyatakan bahwa pemilu merupakan instrumen
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang untuk membentuk
pemerintahan yang absah serta sarana mewujudkan aspirasi dan

kepentingan rakyat.

Menurut Syamsudin Haris (1998), pemilihan umum merupakan salah
satu bentuk pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat
langsung, terbuka, dan massal yang diharapkan dapat mencerdaskan
pemahaman politik masyarakat dan meningkatkan kesadaran

masyarakat terkait dengan demokrasi.

Menurut Gaffar (2004), pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan
demokrasi dalam suatu negara, dengan cara rakyat menyampaikan
suaranya dalam bentuk hak pilih untuk membentuk lembaga
perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Pemilu
merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan
kedaulatannya sesuai dengan azas dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pemilihan
umum merupakan sarana bagi masyarakat dalam negara demokrasi
untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2.4.2 Fungsi Pemilihan Umum

Fungsi pemilu menurut Rose dan Mossawir (dalam P.Antonius Sitepu,
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2012:94) yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan Pemerintahan secara Langsung maupun Tidak
Langsung
Kekuasaan selain memiliki daya tarik dan pesona yang sangat
besar, juga memiliki daya rusak yang besar. Untuk mendapatkan
sebuah kekuasaan, harus melalui perebutan dan kompetisi yang
bahkan terkadang menelan korban jiwa. Para pemburu kekuasaan
akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan atau
mempertahankan kekuasaannya. Sehingga, pemilu berfungsi
sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan
yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika.

2. Sebagai Wahana Umpat Balik antara Pemilik Suara dan
Pemerintah
Pemilu digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat
publik dapat dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari
masyarakat kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Apabila
pada saat berkuasa, tidak menunjukkan kinerja yang baik selama
memerintah, maka pada pemilihan berikutnya tidak akan
dicalonkan kembali ataupun tidak akan dipilih kembali oleh
masyarakat, begitupun sebaliknya.

3. Barometer Dukungan Rakyat terhadap Penguasa
Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta
pemenang pemilu selesai, maka kita bisa mengukur seberapa besar
dukungan masyarakat terhadap wakil rakyat yang dipilihnya.
Pengukuran tersebut dapat dilihat dari jumlah perolehan suara.

4. Sarana Rekrutmen Politik
Menurut  Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan
pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan
sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan
pemerintahan pada khususnya. Dalam proses rekrutmen politik
inilah akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan menjalankan

pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada.
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5. Alat untuk Mempertajam Kepekaan Pemerintah terhadap Tuntutan
Rakyat
Sebelum dilaksanakan pemilu, tentu saja para calon akan
melakukan kampanye politik. Para calon akan menyampaikan visi
dan misinya serta program yang akan dijalankan jika terpilih. Pada
masa ini, masyarakat juga menyampaikan tuntutan-tuntutan

sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang bekuasa.

2.4.3 Tujuan Pemilihan Umum

Terdapat tiga tujuan Pemilihan Umum menurut Ramlan Surbakti

(1992), yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin
pemerintahan dan alternatif kebijakan umum yang dibuatnya
(public policy).

2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat
kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih.

3. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakan atau menggalang
dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan ikut

berpartisipasi dalam proses politik.

2.4.4 Azas-Azas Pemilihan Umum

Pemilu dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila
memenuhi beberapa prinsipal, yakni mengunakan azas-azas yang
berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk
memberikan  suaranya secara langsung sesuai  dengan
keinginannya sendiri dan tanpa adanya perantara.

2. Umum, mengandung makna menjamin kesempatanyang berlaku
menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi
berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,
kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3. Bebas, setiap warga negara bebas dalam menentukan pilihan tanpa
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tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dalam melaksanakan
haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat
memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia, setiap warga negaradijamin kerahasiaannya dan
pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.

5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, semua pihak yang terkait
harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan
calon/peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas

dari kecurangan pihak manapun.

Azas-azas pemilu tersebut hanya dapat terwujud apabila
penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta
memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga

Negara.

2.5 Kerangka Pikir

Dalam negara demokrasi, masyarakat yang telah memenuhi syarat
berdasarkan undang-undang dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan
kehendak pribadi dan tanpa ada paksaan dari orang lain. Namun, tidak
semua masyarakat sadar akan haknya sebagai warga negara yang baik.
Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu menandakan
bahwa masyarakat memahami dengan baik hak dan kewajibannya sebagai
warga negara yang dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam
kegiatan kenegaraan (Suharyanto, 2014). Meskipun pada Pemilu 2019
tingkat partisipasi masyarakat sudah berada diatas target yang ditentukan
oleh world bank dan KPU RI, KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara
pemilu tetap harus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat seoptimal
mungkin, sehingga semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk
memilih, dapat menggunakan hak pilihnya dengan berbagai langkah-
langkah strategi yang akan dilakukan, seperti formulasi jangka panjang

(menentukan tujuan, sasaran, dan metode dalam kegiatan membangun
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kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih,
verifikasi secara nyata dalam pemutakhiran data pemilih, koordinasi dengan
partai politik untuk memperkuat proses seleksi calon, dan pembenahan tata
kelola pemilu), pemilihan tindakan (sosialisasi ke beberapa segmen pemilih,
penambahan jumlah TPS, pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan
aplikasi e-coklit, dan pendidikan pemilih), dan alokasi sumber daya
(optimalisasi koordinasi penyelenggaran pemilu di semua tingkatan,
rekrutmen badan adhoc, bimbingan teknis, dan rapat koordinasi). (Chandler
dalam Salusu 2015:64).

Pemilihan Umum Tahun 2024

'

Mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat

v

Langkah-langkah strategi menurut
Chandler(dalam Salusu 2015:64), yaitu:

1. Formulasi jangka panjang
2. Pemilihan tindakan
3. Alokasi sumber daya

'

Strategi yang dapat dilakukan oleh KPU, yaitu:

1. Menentukan tujuan, sasaran, dan metode dalam kegiatan
membangun kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi dan
pendidikan pemilih, verifikasi secara nyata dalam pemutakhiran
data pemilih, koordinasi dengan partai politik untuk memperkuat
proses seleksi calon, dan pembenahan tata kelola pemilu.

2. Sosialisasi ke sepuluh segmen pemilih, penambahan jumlah TPS,
pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan aplikasi e-
coklit, dan pendidikan pemilih.

3. Optimalisasi koordinasi penyelenggaran pemilu di semua
tingkatan, rekrutmen badan adhoc, bimbingan teknis kepada
semua penyelenggara pemilu, dan rapat koordinasi dengan partai
politik peserta pemilu dan pemerintah daerah.

'

Partisipasi Masyarakat

Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber: Data diolah peneliti, 2022.
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3.2

I1l. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena
peneliti ingin  memecahkan masalah dengan menggambarkan atau
melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-
fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang
diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen yang berkaitan dengan
strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam mengoptimalkan tingkat

partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014:4), tipe penelitian
kualitatif berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan
apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Akbar dan Usman (2009:130) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif
kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut para informan, apa adanya
sesuai dengan penelitian, kemudian di analisis pula apa yang melatar
belakangi mereka berperilaku (berfikir, berperasaan, dan bertindak) seperti
itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti) dan

diverifikasi (dikonsultasikan kepada informan atau teman sejawat).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan agar

peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa
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yang hendak diteliti. Adapun yang menjadi lokasi penelitiandalam
penelitian ini yaitu di KPU Kabupaten Pringsewu. Alasan peneliti
pengambil lokasi penelitian ini adalah masih belum optimalnya tingkat
partisipasi masyarakat pada pemilu sebelum-sebelumnya.

Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014:94), terdapat dua maksud tertentu yang ingin
peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan
memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi.
Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-
keluar suatu informasi yang baru diperoleh dari lapangan. Dengan arahan
suatu fokus maka seorang peneliti mengetahui data yang perlu dikumpulkan
dan data yang mungkin menarik tapi tidak relevan sehingga tidak perlu
dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Fokus
penelitian ini adalah strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam
mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024, dengan
mengkaji indikator strategi menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64).
1. Formulasi jangka panjang, seperti:

a. Perencanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh

KPU:

e Membangun kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi dan
pendidikan pemilih;

e Menentukan tujuan, sasaran, dan metode yang digunakan dalam
sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan menggunakan metode
komunikasi tatap muka, media massa elektronik, penyebaran
bahan sosialisasi, pemasangan alat peraga, laman KPU Kabupaten
Pringsewu, dan penggunaan media sosial,

o Verifikasi secara nyata dalam pemutakhiran data pemilih;

e KPU mengingatkan partai politik untuk memperkuat proses
seleksi calon yang akan diusungnya; dan

e Pembenahan tata kelola pemilu.

2. Pemilihan tindakan, seperti:
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a. Sosialisasi kepada beberapa segmen pemilih, seperti:
e Sosialisasi kepada pemilih pemula,
e Sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas,
e Sosialisasi kepada pemilih berkebutuhan khusus,
e Sosialisasi kepada komunitas/organisasi kepemudaan, dan
e Sosialisasi kepada masyarakat umum.

b. Penambahan jumlah TPS;

c. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih mendatangi satu persatu rumah
calon pemilih dan bagi pemilih yang belum terdaftar sebagai
pemilih, dapat mengguankan layanan pendafataran secara online
dengan menggunakan aplikasi e-coklit,

d. Pendidikan pemilih, seperti
e Rumah pintar pemilu,

e Relawan demokrasi, dan
e Kampung demokrasi.
3. Alokasi sumber daya, seperti:
Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pemahaman
dan pengetahuan kepada pegawai KPU dan seluruh panitia ad hoc,
seperti:
e Optimalisasi koordinasi pada penyelenggaran pemilu di semua
tingkatan;
e Rekrutmen badan adhoc; dan
e Bimbingan teknis kepada semua penyelenggara pemilu;
e Rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Pringsewu dengan partai

politik peserta pemilu dan pemerintah daerah.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2014:157), sumber data utama dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumentasi. Sumber data merupakan suatu benda hal
atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti

untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan fokus
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penelitian. Terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data

sekunder.

1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
responden penelitian. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan
melalui wawancara langsung dengan informan yang relevan dengan
permasalahan yang diteliti. Wawancara juga dilakukan melalui panduan
wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil
wawancara dengan beberapa informan. Adapun yang menjadi informan
dalam penelitian ini yaitu Ketua KPU Kabupaten Pringsewu, Anggota
KPU Kabupaten Pringsewu Wakil Divisi Sosialisasi Pendidikan
Pemilih, Parmas, dan SDM, staf bagian partisipasi masyarakat, dan
beberapa segmen masyarakat Kabupaten Pringsewu yang terlibat.

2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari
sumber-sumber yang telah ada, dapat berupa referensi buku-buku,
Peraturan KPU, arsip-arsip, serta artikel ilmiah. Adapun data sekunder
dalam penelitian ini adalah literatur yang besumber dari dokumen
negara berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum, jurnal ilmiah, artikel,
situs di internet, serta bahan referensi lain yang relevan dengan strategi
KPU Kabupaten Pringsewu dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi

masyarakat pada Pemilu 2024.

Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif, teknik
pengambilan sampel yang dilakukan untuk menetapkan sumber data
informan yaitu teknik Purposive Sampling. Teknik pengambilan informasi
dari sumber data dilakukan dengan menentukan seseorang yang benar-benar
mengetahui permasalahan yang akan diteliti, bisa saja dia sebagai pimpinan
sehingga lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan suatu informasi
Adapun daftar informan yang akan di wawancarai untuk mendapatkan data

yang lebih akurat dalam proses penelitian ini, yaitu:
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Tabel 3. Informan Penelitian

No. Nama Jabatan

1. | Sofyan Akbar Budiman, M.Pd Ketua KPU Kabupaten Pringsewu

2. | Sulaiman, M.Pd Wakil DivisiSosialisasi Pendidikan
Pemilih, Parmas, dan SDM

3. | Damas Prasetyo Wibowo Staf bagian partisipasi masyarakat

4. | Nabila Putri Nugroho Pemilih Pemula

5. | Rofi Ah Syafa Azzahro Mayarakat ~ Komunitas/Organisasi
Kepemudaan  (Purna  Paskibra
Indonesia)

6. | Siti Maimunah Masyarakat Umum

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara
Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan
ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan. Menurut Lincoln dan Guba dalam
Moleong (2014:186) diadakan wawancara untuk mengetahui kejadian,
organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian. Sehingga
peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk
menemukan permasalahan yang harus diteliti dan dapat mengetahui hal-
hal dari responden yang lebih mendalam. Informan merupakan orang
yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait dengan situasi
dan kondisi yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini
yaitu Ketua KPU Kabupaten Pringsewu, Anggota KPU Kabupaten
Pringsewu Wakil DivisiSosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan
SDM, Staf bagian Partisipasi Masyarakat, dan beberapa masyarakat

Kabupaten Pringsewu.

Peneliti telah melakukan turun lapangan untuk melakukan wawancara di
lokasi yang sudah peneliti pilih sebelumnya. Berikut deskripsi

wawancara turun lapangan beserta informan yang peneliti lakukan:
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a. Pada tanggal 16 Desember 2022, peneliti mewawancarai Bapak
Sofyan Akbar Budiman di Kantor KPU Kabupaten Pringsewu pada
pukul 15.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

b. Pada tanggal 11 Januari 2023, peneliti mewawancarai Bapak
Sulaiman di Kantor KPU Kabupaten Pringsewu pada pukul 14.30
WIB dengan hasil wawancara terlampir.

c. Pada tanggal 13 Januari 2023, peneliti mewawancarai Bapak Damas
Prasetyo Wibowo di Kantor KPU Kabupaten Pringsewu pada pukul
10.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

d. Pada tanggal 18 Desember 2022, peneliti mewawancarai Saudari
Nabila Putri Nugroho di Area Perdakon Kantor Pemerintah Daerah
Pringsewu pada pukul 09.00 WIB dengan hasil wawancara
terlampir.

e. Pada tanggal 25 Desember 2022, peneliti mewawancarai Saudari
Rofiah Syafa Azzahro di JI. Dahlia, Kelurahan Pringsewu,
Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu pada pukul16.00 WIB
dengan hasil wawancara terlampir.

f. Pada tanggal 28 Desember 2022, peneliti mewawancarai lbu Siti
Maimunah di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten
Pringsewu pada pukul 16.00 WIB dengan hasil wawancara

terlampir.

. Observasi

Observasi dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian guna
meninjau dan mencatat serta mengontrol keadaan lokasi untuk
memperoleh data yang diperlukan. Observasi yang digunakan adalah
observasi tidak terstruktur karena pengamatan dilakukan ketika
menemukan data-data dilapangan yang dibutuhkan. Dalam penelitian
ini, observasi yang dilakukan oleh penulis adalah mengetahui strategi
apa saja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu dalam
mengoptimlakan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024.
Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen.
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Dengan dokumentasi, maka hasil wawancara dan observasi akan lebih
dipercaya karena didukung dengan bukti akurat yang berisikan catatan
yang sudah berlalu, dapat berupa buku-buku, Undang-Undang, dan data-
data yang sesuai dengan bahasan penelitian. Dokumentasi juga berupa
dokumen yang dibuat secara pribadi oleh peneliti, berupa foto-foto
tentag objek penelitian yang diambil saat penelitian berlangsung.
Dokumentasi  tersebut berkaitan dengan strategi KPU dalam
mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum,

Berikut dokumen yang terdapat pada penelitian yang peneliti lakukan,

yaitu:

a. Wawancara dengan narasumber

b. Pelaksanaan sosialisasi oleh KPU KabupatenPringsewu

c. Pelaksanaan pendidikanpemilih oleh KPU Kabupaten Pringsewu

d. Dokumentasi pelaksanaan rapat rutin, bimbingan teknis, dan rapat
koordinasi oleh KPU Kabupaten Pringsewu

e. Dokumentasi pendaftaran, penerimaan berkas, testertulis, dan tes
wawancara penyelenggara PPK

f. Dokumentasi pendaftaran, penerimaan berkas, testertulis, dan tes

wawancara penyelenggara PPS

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya vyaitu peneliti melakukan
pengolahan data. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk
(Singarimbun, 2008), terdiri dari:
1. Editing Data
Menurut Moh. Pabundu Tika (Singarimbun, 2008) Editing atau
pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah
dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi
data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu
diperhatikan dalam editing ini adalah kelengkapan pengisisan kuesioner,

keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.
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Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang
dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan
lengkap. Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara,
observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti melakukan
penyuntingan kata-kata yang berasal dari wawancara supaya layak untuk
disajikan. Kemudian dari observasi peneliti coba deskripsikan lewat
tulisan sehingga nantinya dapat mudah peneliti gabungkan dan
disajikan. Ada beberapa dokumen yang memang tidak lengkap untuk
tidak disajikan dan memilih data yang memang diperlukan saja untuk
menunjang hasil dari penelitian tersebut.
2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian
dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang
diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan
kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan diedit
oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu
dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara,
observasi dan dokumentasi kemudiandi analisis dan dibahas sehingga

peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara
sistemati data yang diperolehdari berbagai sumber, yaitu dari wawancara,
pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen
pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Terdapat beberapa
komponen dalam analisis data yaitu:
1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan
dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Memfokuskan pada
hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu sehingga
kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data
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Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
Dengan melalukan penyajian data maka akan memudahkan untuk
memahami apa yang terjadi. Penyajian data dilakukan dengan cara
mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara
terhadap informan yang memahami pelaksanaan program ini, serta
menghadirkan dokumensi sebagai data penunjang.
3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan
berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan
konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan
yang kredibel. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan
dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan
wawancara, observasi, dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan
akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan
konsep strategi KPU dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi

masyarakat pada pemilu.

3.9 Teknik Validasi Data

Keabsahan data merupakan standarvaliditas dari data yang diperoleh.
Menurut Moleong (2014:324), mengemukakan bahwa untuk menentukan
keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa
persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan Kriteria.
Penetapan kriteria ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk

memeriksa derajat kepercayaan penelitian, salah satunya melalui triangulasi.

Menurut Moloeng (2014:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya
untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang
diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzim dalam Moleong

(2014:330) ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode,



30

penyidik dan teori. Adapun triangulasi yang peneliti gunakan yaitu,
triangulasi sumber seperti membandingkan hasil wawancara dengan

dokumen yang ada dan triangulasi metode.



V. GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Pringsewu

Pada tahun 1738, berdiri sebuah perkampungan (tiyuh) bernama Margakaya
yang dihuni oleh masyarakat asli Lampung-Pubian yang berada di tepi
aliran sungai Way Tebu. Kemudian, pada tangga | 9 November 1925 berdiri
Desa Pringsewu yang sebelumnya didahului dengan adanya sekelompok
masyarakat dari Pulau Jawa yang sebagian berasal dari kolonisasi
pemerintahan Hindia Belanda di Desa Bagelen, Gedongtataan yang
membuka areal pemukiman baru degan membabat hutan bambu yang cukup
lebat di sekitar Tiyuh Margakaya tersebut. Oleh karena itu, pemukiman baru
yang baru dibuka tersebut oleh masyarakat desa kemudian dinamakan
Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya bambu seribu atau

bermakna wilayah yang terdapat banyak pohon bambunya.

Pada tahun 1964, dibentuk pemerintahan Kecamatan Pringsewu yang
merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Lampung
Selatan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 1964. Kemudian, Kecamatan
Pringsewu bersama dengansejumlah kecamatan lainnya yang berada di
wilayah Lampung Selatan bagian barat menjadi bagian wilayah administrasi
pembantu bupati Lampung Selatan wilayah Kota Agung. Kemudian masuk
menjadi bagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Tanggamus sesuai
dengan UU No. 2 Tahun 1997, hingga terbentuk sebagai daerah otonom
yang bernama Kabupaten Pringsewu melalui UU No. 48 Tahun 2008 dan
diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri, Hi.
Mardiyanto di Gedung Sasana Bhakti Praja Departemen Dalam Negeri
Jakarta, sekaligus pelantikan pejabat Bupati Pringsewu pertama Bapak Ir.

Hi. Masdulhag. Saat ini, Kabupaten Pringsewu dipimpin oleh PJ Bupati
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Pringsewu yang bernama Bapak Adi Erlansyah. Kabupaten Pringsewu

memiliki semboyan “Jejama Secancanan” yang artinya bersama-Sama

bergandengan tangan untuk membangun Pringsewu.

Kondisi Geografis Kabupaten Pringsewu

4.2.1 Luas Wilayah

Kabupaten Pringsewu, merupakan 1 diantara 15 wilayah administratif
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung. Sejak penetapannya
berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008, Kabupaten

Pringsewu tidak mengalami pemekaran wilayah kabupaten.

Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak pada posisi 104°42°-
105°8’BT dan 5°8’-6°8” LS, dengan luas wilayah sekitar 625km2
yang hampir seluruh wilayahnya berupa daratan. Potensi sumber daya
alam yang dimiliki Kabupaten besar

Pringsewu  sebagian

dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. tertentu.

4.2.2 Jumlah Wilayah Administrasi

Saat ini, wilayah Kabupaten Pringsewu terdiri 5 (lima) kelurahan dan
126 (seratus dua puluh enam) desa yang tersebar di 9 (sembilan)

kecamatan, yaitu: diperoleh

Tabel 4. Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Pringsewu

No. Kecamatan Ibu Kota Luas Wilayah (km2)
1. | Pardasuka Pardasuka 94.64
2. | Ambarawa Ambarawa 30.99
3. | Pagelaran Gumuk Mas 72.47
4. | Pagelaran Utara Fajar Mulya 100.28
5. | Pringsewu Pringsewu 53.29
6. | Gadingrejo Gadingrejo 85.71
7. | Sukoharjo Sukoharjo 72.95
8. | Banyumas Banyumas 39.85
9. | Adiluwih Adiluwih 74.82

Sumber: Dokumen BPS Kabupaten Pringsewu, 2019.
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Secara administratif, batas daerah Kabupaten Pringsewu berbatasan

dengan tiga kabupaten, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan
Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan
Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan
Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon,
Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima, dan Kecamatan
Kedondong, Kabupaten Pesawaran.

4.2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2016-2020

Tabel 5. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

No. | Kependudukan | Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk
1. 2016 390.486 624,78
2. 2017 393.901 630,24
3. 2018 397.219 635,55
4, 2019 400.187 640,30
5 2020 403.115 644,98

Sumber: Data BPS Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwajumlah penduduk Kabupaten
Pringsewu dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) selalu
mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah penduduk
Kabupaten Pringsewu berjumlah 390.486 jiwa dan terus mengalami
peningkatan hingga 403.115 jiwa pada tahun 2020. Kepadatan penduduk
Kabupaten Pringsewu pada tahun 2020 sebesar 644,98jiwa/Km2, sebesar
4,68%. Hal ini menunjukan tingkat penuruna sebesar 0,07% dari tahun
sebelumnyadengan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pringsewu
sebesar 4,75%.
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4.3 Sejarah Pemilihan Umum

Indonesia telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum, yaitu Pemilu
tahun 1955, 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014 hingga Pemilu 2019.
Berdasarkan amanat UU Nomor 7 Tahun 1953, Pemilu 1955 dilaksankan
dua kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk
memilih anggota-anggota DPR dan pemilu kedua dilaksanakan pada 15
Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante.
Pemilu 1955 menggunakan sistem proposional, dimana kursi yang tersedia
dibagikan kepada partai politik sesuai dengan imbangan perolehan suara
yang didapat oleh partai politik itu.

Pemilu 1971 sangat berbeda dengan Pemilu 1955, karena para pejabat
negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Tetapi pada
praktiknya, pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada
salah satu peserta pemilu yaitu Golkar. Pembagian kursi pada Pemilu 1971
berbeda dengan pemilu 1955. Pemilu 1971 menggunakan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap

daerah pemilihan.

Setelah Pemilu 1977, pemilu berikutnya selalu terjadwal dalam 5 tahun.
Satu hal yang membedakan adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya
jauh lebih sedikit, yaitu dua parpol dan satu Golkar. Selain memiliki
kesamaan kontestan dari tahun ke tahun, Golkar juga selalu menjadi
pemenang, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai

Demokrasi Indonesia (PDI) hanya sebagai pelengkap.

Pada Pemilu 1999, meskipun masa persiapannya tergolong singkat,
pelaksanaan pemungutan suara di tahun ini bisa dilakukan sesuai jadwal,
yakni pada 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksi dan dikhawatirkan
banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 dapat terlaksana dengan

damai dan tanpa ada kekacauan yang berarti.
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Pemilu 2004 merupakan pemilihan yang diikuti oleh banyak partai. Ada dua
macam pemilihan umum, yang pertama pemilihan untuk memilih anggota
parlemen yang partainya memenuhi parliamentary threshold dan yang
kedua pemilihan presiden. Pada pemilihan presiden, dilakukan dua putaran.
Dalam Pemilu 2004, khususnya dalam sistem prmilihan DPD ataupun
DPRD, terdapat perbedaan sistem dengan pemilu sebelumnya. Sistem
pemilihan DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara
langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR.

Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2009 merupakan
pemilihan umum kedua yang diikuti pemilihan langsung presiden dan wakil
presiden. Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini
ditentukan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan yang
memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20%
suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di

Indonesia.

Pemilu 2014 dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 9 April 2014 yang
akan memilih para anggota legislatif dan tanggal 9 Juli 2014 yang akan
memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu Legislatif 2014 untuk memilih
anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD Provinsi maupun DPRD
Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Pemilu presiden dan wakil presiden
ini diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo
Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo yang
berpasangan dengan Jusuf Kalla. Pada pemilihan presiden tahun 2014 ini

dimenangkan oleh pasangan calon Joko Widodo dengan Jusuf Kalla.

Pada Pemilu 2019 untuk pertama kalinya pemilihan umum dilaksanakan
secara serentak, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota
DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota
DPD. Pemilihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang
diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh.
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4.4 Komisi Pemilihan Umum
4.4.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 diselenggarakan
untuk memilih Anggota Konstituante dan Anggota DPR. Pemilu
tersebut diselenggarakan oleh Badan penyelenggara yang bernama
Panitia Pemilihan Indonesia (ditingkat pusat), Panitia Pemilihan
(ditingkat daerah pemilihan), Panitia Pemilihan Kabupaten (ditingkat
kabupaten), Panitia Pemungutan Suara (ditingkat kedudukan camat),
dan Panitia Pendaftaran Pemilih (ditingkat desa).

Pada saat itu, wilayah Pringsewu termasuk ke dalam Daerah
Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan Kewedanan Pringsewu
(bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan). Badan penyelenggara
tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953
tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat.

Penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung pada tahun 1971, 1977,
1982, 1987, 1992, dan 1997 diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan
Umum (LPU) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970
sebagaimana telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum
dan Panitia Pemilihan Umum.Susunan Penyelenggara Pemilu pada era
orde baru, dapat kita lihat antara lain pada ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Pemilihan Umum Keppres Nomor 72 Tahun 1980, yaitu
terdiri atas Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Panitia Pemilihan
Indonesia (PPI) di tingkat Nasional, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat
I (PPD 1) di tingkat Provinsi, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat Il
(PPD 1) ditingkat Kabupaten/ Kota, Panitia Pemungutan Suara (PPS)
di tingkat Kecamatan, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) di

tingkat Desa, Panitia Pemilihan untuk Warga Negara Republik
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Indonesia di Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS. Pada era ini,
penyelenggara pemilu bersifat Model Government, karena pusat
kendali dan manajemen pemilu ada pada Kementerian Dalam Negeri.

Penyelenggaran Pemilu Multi Partai Tahun 1999, diselenggarakan
oleh KPU yang dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999.
Komisi Pemilihan Umum menggantikan peran LPU yang ditetapkan
dengan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Keanggotaan KPU pada saat
itu terdiri dari wakil 48 (empat puluh delapan) Partai politik peserta
Pemilu serta 5 (lima) orang wakil Pemerintah. Untuk melaksanakan
Keputusan KPU, dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia ditingkat
pusat, Panitia Pemilihan Daerah (PPD) tingkat | ditingkat Provinsi,
dan Panitia Pemilihan Daerah (PPD) tingkat Il ditingkat Kabupaten.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 dibentuk
Komisi Pemilihan Umum, dan pada perkembangannya diterbitkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang antara lain mengatur
bahwa KPU menjadi penyelenggara Pemilu, KPU bersifat nasional,
tetap, dan mandiri, dan strukturnya berjenjang di Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota.Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 22E ayat
(5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pola
organisasi dan tata kerja KPU diatur dengan Keputusan Presiden
Nomor 54Tahun 2003.

Keputusan Presiden Nomor 101/P/2007 menetapkan keanggotaan
KPU Republik Indonesia periode 2007-2012, yang menyelenggarakan
Pemilu Tahun 2009.Secara hierarkis, KPU Kabupaten Pringsewu
berada dibawah KPU Provinsi Lampung dan KPU Provinsi Lampung
berada dibawah KPU RI. KPU berdiri karena tuntutan undang-
undang, sehingga jika secara nasional KPU ada, maka setiap provinsi

juga harus ada, begitupun setiap kabupaten/kota yang sudah definitif.

KPU Kabupaten Pringsewu adalah lembaga penyelenggara pemilu di
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tingkat kabupaten. Sejak awal berdiri tahun 2009, KPU Kabupaten

Pringsewu menempati gedung kantor dengan status sewa, berlokasi di

Jalan Diponegoro, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan

Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Kemudian, pada tahun 2012, KPU

Kabupaten Pringsewu secara definitif pindah kantor ke lokasi baru di

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.Di

tingkat Kabupaten Pringsewu, keanggotaan KPU Kabupaten

Pringsewu periode 2011-2014 terdiri dari:

1. Hi. Warsito, S.T. (Ketua KPU Kabupaten Pringsewu);

2. Drs. Hi. M. Ali Khan, M.M. (Anggota KPU Kabupaten
Pringsewu);

3. A.Andoyo, S.Sos., M.Ti. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);

4. Hermansyah, S.Hi. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu); dan

5. Mohammad Ali (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu).

Pada masa keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu periode 2011-
2014, KPU Kabupaten Pringsewumelaksanakan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pringsewu tahun 2011 serta Pemilihan Gubernur
Lampung tahun 2014, hal ini yang merupakan bagian awal tahapan
Pemilu tahun 2014.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2014, ditetapkan
keanggotaan KPU Periode 2014-2019. Pada periode ini, KPU
menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota, sertapemilu presiden dan wakil presiden
tahun 2014. Di tingkat Kabupaten Pringsewu, keanggotaan KPU
Kabupaten Pringsewu periode 2014-2019 terdiri dari:

1. A.Andoyo, S.Sos., M.Ti.(Ketua KPU Kabupaten Pringsewu);

2. Hi. Warsito, S.T. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);

3. Hermansyah, S.Hi. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);

4. Agus Priyanto, S.Kom. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);

5. Sofyan Akbar Budiman, M.Pd. (Anggota KPU Kabupaten

Pringsewu);
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6. Henderi Muzanni, S.Ag., M.M. (Pejabat Pengganti Antar Waktu);
dan
7. Drs. Hi. M. Ali Khan, M.M. (Pejabat Pengganti Antar Waktu).

Pada periode ini terjadi 2 (dua) kali penggantian Anggota KPU
Kabupaten Pringsewu yaitu An. Hermansyah, S.Hi karena terpilih
menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Lampung dan An. Agus Priyanto,
S.Kom yang dipecat oleh DKPP karena dinilai tidak menjalankan
tugasnya sebagai Anggota KPU Kabupaten Pringsewu. Pada periode
ini, menyelenggarakan bagian akhir tahapan Pemilu tahun 2014,
Pemilihan Gubernur tahun 2018, dan PemiluTahun 2019.

Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2019 menetapkan

pengangkatan anggota KPU periode 2019-2024. Pada masa

keanggotaan KPU RI periode 2019-2024 menyelenggarakan pemilu

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,

serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Di tingkat

Kabupaten Pringsewu, anggota KPU Kabupaten Pringsewu periode

2019-2024 terdiri dari:

1. Sofyan Akbar Budiman, M.Pd.(Ketua KPU Kabupaten
Pringsewu);

2. Juniantama Ade Putra, S.Sos. (Anggota KPU Kabupaten
Pringsewu);

3. Saifudin, S.Hi. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);

4. Imam Bukhori, S.H. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);

5. Sulaiman, S.Pd., M.Pd. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
dan

6. Dewi Eliyasari, S.Pd., M.Si. (Pejabat Pengganti Antar Waktu).

Pengangkatan keanggotaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1495/SDM.13-
Kpt/05/KPU/X1/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2019-
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2024 pada tanggal 19 November 2019. Pada Periode 2014-2019
terjadi 1 (satu) kali penggantian Anggota KPU Kabupaten Pringsewu
yaitu An. Imam Bukhori, S.H karena terpilih menjadi Anggota

Bawaslu Provinsi Lampung.

4.4.2 Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Periode
2019-2024

Untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Pringsewu,
sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009
tentang Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan diubah dalam Peraturan KPU
Nomor 10 Tahun 2010, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa
divisi-divisi, kelompok kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan
kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan
pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Pringsewu. Setiap divisi
mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat KPU

Kabupaten Pringsewu yang berhubungan dengan kegiatan divisi.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor:1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/
X1/ 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Periode 2019-2024, Struktur
keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024 yaitu

sebagai berikut:
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Ketua KPU Kabupaten Pringsewu
(Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga)
Sofyan Akbar Budiman, M.Pd

Anggota Anggota
(Divisi Hukum dan Nl (Divisi Teknis
Pengawasan) Penyelenggaraan Pemilu)
Saifudin, S.H.1. | Juniantama Ade Putra, S.Sos.
Anggota — Anggota
(Divisi Perencanaan, Data, (Divisi Sosialisasi Pendidikan
dan Informasi) Pemilih, Parmas, dan SDM)
Sulaiman, M.Pd. > Dewi Elyasari, S.Pd., M.Si.

Gambar 2. Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Untuk menunjang serta memfasilitasi kebutuhan kerja serta
pelaksanaan tugas-tugas KPU Kabupaten Pringsewu dibentuk
Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten
Pringsewu dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag yang juga masing-
masingnya mengepalai satu subbag sebagaimana diatur dalam
Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 22
Tahun 2008.Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten
Pringsewu. Struktur sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu yaitu

sebagai berikut:
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Sekretaris KPU Kabupaten Pringsewu
Ari Mulando, S.STP., M.H.

Kasubbag Rencana, Data, dan Kasubbag Hukum dan SDM:
Informasi: Deri Efendi, S.IP. Lola Oktaviona, S.H., M.H.
Staf Pelaksana: Staf Pelaksana:
1. Zikriyanti Kurnia < 1. Asrianturi, S.H., M.IP.
Dini, S.E 2. Alice Alma Mariana,
2. Fatonah, A.Md S.I.Kom
Kasubbag Teknis dan Kasubbag Keuangan, Umum,
Hupmas: Untung Alvindra, dan Logistik: Nurudin, S.E.
S.E. Staf Pelaksana:
Staf Pelaksana: B 1. Rini Yulia Fitri, S.IP.,
1. Siti Zubaidah, S.E. D M.A.
2. Tedi Sabara, S.M. 2. Atek Lis Indriyani,
3. Damas Satrio S.E., M.IP.
Wibowo 3. Wahir, S.H.
4. Agung Kurniawan
5. Okti Wulandari, S.E
6. M. Sarwono

Gambar 3. Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
Sumber: Data diolah peneliti, 2022
4.4.3 Visi, Misi, dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pringsewu

Visi KPU Kabupaten Pringsewu adalah “Menjadi bagian Penting
Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan
Berintegritas”.Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri,
profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak
mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban
yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten,
aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan

mendahulukan kepentingan umum.
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Misi KPU Kabupaten Pringsewu merupakan rumusan umum upaya-

upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran satuan kerja untuk
mewujudkan visi KPU periode 2020-2024. Adapun misi KPU

Kabupaten Pringsewu adalah:

1.

Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak tingkat
Kabupaten Pringsewu dengan berpedoman kepada perundang-
undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

Menyusun produk hukum di bidang Pemilu Serentak tingkat
Kabupaten Pringsewu sesuai perundang-undangan dan regulasi
yang berlaku yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan
partisipatif.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang
efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel tingkat
Kabupaten Pringsewu.

Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi
dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten
Pringsewu.

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu
Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu.

Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak tingkat

Kabupaten Pringsewu untuk seluruh pemangku kepentingan.

Adapun tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

adalah:

1.

Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
sebagai bagian KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;
Menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu
yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
Mewujudkan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu yang

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
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4.4.4 Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 dijelaskan

bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:

a.
b.

Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan
oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir
dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar
pemilih;

Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan
suara berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat
penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih
sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di
kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

Mensosialisasikan  penyelenggaraan pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota
kepada masyarakat;

Melakukan evaluasid an membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan pemilu; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
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4.4.5 Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 19 dijelaskan

bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan sebagai berikut:

a.
b.
C.

Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara
pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi
penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara
rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan
hasil  pemilu  anggota @ DPRD  kabupaten/kota  dan
mengumumkannya;

Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau  menonaktifkan
sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan
tindakan  yang  mengakibatkan  terganggunya  tahapan
penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan bawaslu, putusan
bawaslu provinsi, putusan bawaslu kabupaten/kota, dan/atau
ketentuan peraturanperundang-undangan; dan

Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4.6 Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 20 dijelaskan

bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki kewajiban sebagai berikut:

a.

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan
tepat waktu;

Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada
masyarakat;

Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraanpemilu kepadaKPU melalui KPU Provinsi;
Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip
yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan
kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU
dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menyampaikan laporan  periodik ~ mengenai  tahapan
penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta
menyampaikan tembusannya kepada bawaslu;

Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU
Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketuadan anggota KPU
Kabupaten/Kota;

Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiapTPS pada tingkat
kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai
ketentuan perpu;

. Melaksanakan putusan DKPP;dan

Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsidan/atau peraturan perundang-undangan.



VI. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Formulasi jangka panjang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten
Pringsewu sudah tepat, karena dalam mengoptimalkan tingkat
partisipasi masyarakat. KPU Kabupaten Pringsewu sudah melaksanakan
beberapa kegiatan seperti membangun kesadaran politik masyarakat
melalui sosialisasi, verifikasi secara nyata dalam pemutakhiran data
pemilih, mengingatkan partai politik untuk memperkuat proses seleksi
calon yang akan diusungnya, pembenahan tata kelola pemilu. dan
kegiatan pendidikan pemilih. Akan tetapi kegiatan tersebut belum
dilaksanakan secara menyeluruh, seperti sosialisasi masih banyak
segmen pemilih yang belum mendapatkannya. Kegiatan sosialisasai dan
pendidikan pemilih berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun
2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan sosialisasi dan
pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu
bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait dengan tahapan,
program, dan jadwal pelaksanaan pemilu, serta untuk mengoptimalkan
tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2024. Metode yang
digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan
beberapa metode, seperti komunikasi tatap muka, media massa
elektronik, penyebaran bahan sosialisasi, laman KPU Kabupaten
Pringsewu, dan penggunaan media sosial.

2. Pemilihan tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu
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sudah tepat. Dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat,
KPU Kabupaten Pringsewu dengan melaksanakan kegiatan seperti
sosialisasi ke beberapa segmen yang ada di wilayah kerja KPU
Kabupaten Pringsewu, seperti segmen pemilih pemula, segmen pemilih
disabilitas,pemilin  berkebutuhan  khusus, segmen  organisasi
kepemudaan, dan segmen mayarakat umum, penambahan jumlah TPS,
Petugas pemutakhiran data pemilih mendatangi satu persatu rumah
pemilih, pengelolaan DPT dengan menggunakan aplikasi e-coklit, KPU
berkoordinasi dengan partai politik terkait dengan proses seleksi calon,
dan pendidikan politik dilakukan dengan rumah pintar pemilu, relawan
demokrasi, dan kampung demokrasi.

3. Alokasi sumber daya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu
sudah tepat. KPU Kabupaten Pringsewu dalam upaya meningkatkan
sumber daya panitia penyelenggara pemilu yaitu dengan melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dan
pengetahuan kepada pagawaiKPU serta seluruh badan adhoc, seperti
optimalisasi koordinasi pada penyelenggara pemilu di semua tingkatan,
Bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan Pantarlih terkait dengan
pemutakhiran data pemilih, rapat koordinasi antara KPU Kabupaten
Pringsewu dengan partai politik peserta pemilu dan pemerintah daerah,

dan pendidikan pemilih.

5.2 Saran

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap strategi KPU Kabupaten

Pringsewu dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada

Pemilu 2024, maka peneliti mengemukakan beberapasaran dalam penelitian

ini. Adapun saran tersebut adalah sebagaiberikut:

1. Penggunaan media sosial seperti instagram, tiktok, dan facebook untuk
mengoptimalksan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait dengan

tahapan Pemilu tahun 2024.
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. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pringsewu harus
dilakukansecara berkelanjutan agartingkat partisipasi masyarakat
berbanding lurus dengan kesadaran politik masyarakat.
Memanfaatkan mobil keliling untuk melakukan sosialisasi kepada
masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat
kota.

Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu guna meningkatkan
kepercayaan publik terhadap proses pemilihan yang berkualitas.

. Untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pringsewu kita harus
menanamkan kesadaran penuh terhadap pentingnya pemilu dalam
tatanan demokrasi, karena pelaksanaan pemilu merupakan tanggung

jawab bersama bukan hanya pihak penyelenggara saja.
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